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Abstract: This study aims to determine the effect of Budget Goal Clarity, Village Apparatus
Competence, and Village Government Leadership on Village Fund Management Accountability. In
addition, this study also aims to test whether the Whistleblowing variable moderates the relationship
between Budget Goal Clarity, Village Apparatus Competence, and Village Government Leadership on
Village Fund Management Accountability in Villages in Salapian District, Langkat Regency. This study
uses quantitative methods, the sample collection technique in this study is to use a questionnaire, the
population and sample in this study were village officials in Salapian District, Langkat Regency many
as 80 village officials with sampling techniques, namely probability sampling. The data were analyzed
using the Moderated regression analysis method with interaction tests. The results of the partial test
hypothesis show that budget target clarity affects the accountability of village fund management, the
competence of village officials affects the accountability of village fund management and village
government leadership affects the accountability of village fund management. The results of the
simultaneous test hypothesis show that the clarity of budget targets, the competence of village
officials, and village government leadership, have a positive and significant effect on the
accountability of village fund management. MRA analysis shows that whistleblowing is able to
moderate the competence of village officials on the accountability of village fund management, while
whistleblowing is not able to moderate the clarity of budget targets and village government leadership
on the accountability of village fund management.
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1. PENDAHULUAN

Dana Desa (DD) yang merupakan danayang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah Kabupaten /Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaanmasyarakat Walangitan (2019).Penggunaan Dana Desa diprioritaskan
untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan
Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat
meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat dan untuk menanggulangi
kemiskinan. Pengelolaan dana desa yang baik dapat dilihat dari keseluruhan kegiatannya
yang meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawabannya serta dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Namun kini kenyataan di desa masih banyak yang belum efektif dan efisiensi dalam
mengelola dana desa dikarenakan masih ada oknum pejabat desa yang melakukan
penyimpangan terkait dana untuk kepentingan atau keperluan pribadi maka sasaran
prioritas anggaran dana desa tersebut kurang tepat kepada sasarannya. Pada tahun 2023
terdapat beberapa sektor korupsi yang berhasil terpantau salah satu diantarannya terdapat
pada desa, dan jabatan tersangka korupsi ialah kepala desa dan perangkat desa Divisi
Hukum dan Monitoring Peradilan ICW (2024). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyatakan bahwa sejak dikucurkan tahun 2015 telah terjadi 851 kasus korupsi dana
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desa yang menjerat 973 pelaku dan 50 persen di antaranya merupakan oknum kepala
desa. KPK juga mengungkapkan, kasus korupsi dana desa ini merupakan kasus korupsi
terbanyak dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan banyaknya kasus yang
menyeret aparatur desa, menjadi sebuah tanda bahwa pengelolaan keuangan harus
benar benar diperhatikan, oleh sebab itu dalam hal ini semua elemen yang bersangkutan
wajib mencegah adanya tindakan penggelapan dana desa tersebut. Adapun contoh kasus
penggelapan dana desa yang terjadi di Di Kabupaten Bangkalan belum lama ini, terdapat
5 kasus penggelapan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparat desa
di Desa Kelbung Kecamatan Galis, Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Desa
Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Desa
Gili Anyar, Kecamatan Kamal Gustiansyah (2023). Hal yang sama juga terjadi di desa
Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo Sinja dimana kepala desanya terbukti melakukan
tindak pidana penyalahgunaan dana desa dengan memegang seluruh dana desa kemudian
membelanjakannya tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan desa Wicaksono et
al (2021). Begitu juga di Provinsi Sumatera Utara masih terdapat kecurangan dalam
mengelola dana desa di Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten
Tapanuli Utara dimana kepala desanya di duga melakukan Korupsi/mark -up anggaran dan
dugaan persekongkolan dengan poin rincian yakni Dana Desa T.A 2023 diduga sarat
dengan korupsi karena jumlah bantuan pemerintah tersebut sangat jauh dari hasil
pelaksanaan (volume) pekerjaan Polda Sumut (2024). Kasus yang sama juga terjadi di
desa Desa Hutaraja dan Desa Dolok Nauli Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dimana
adanya kerjasama pihak Kades dengan suplayer mengeluarkan surat bon faktur yang
berbeda, dengan jumlah barang yang sebenarnya (mark up), dalam pengelolaan Dana
Desa, kepala desa diduga tidak melibatkan Tim Pelaksana Kerja (TPK) semuanya di
monopoli kepala desa Polda Sumut (2024).Di Kabupaten Langkat masih ada beberapa
kecamatan yang juga masih terdapat beberapa kecurangan dalam mengelola dana desa
seperti yang terjadi di Desa Sei Suir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
Dimana kepela desa melakukan di duga melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan
dana desa Putri (2023). Kejadian yang sama juga terjadi di Desa Halaban, Kecamatan
Besitang, Kabupaten Langkat. Adanya dugaan korupsi dana desa halaban pada tahun
2018-2023 diduga kerap di mark up, bahkan proyek atau pembangunan tidak dilaksanakan
atau fiktif Agil (2024).Begitu juga di Kecamatan Salapian sesuai dengan observasi yang
dilakukan masih ditemui kekurangan dalam pengelolaan dana desa. Kecamatan salapian
merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat. Kecamatan Salapian terbagi 16
desa.

Tabel 1. Desa Dikecamatan Salapian

Tahun

No Nama Desa 2021 2022 2023 2024

1 Adin Tengah Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
2 Lau Tepu Berkembang Berkembang Berkembang Maju

3 Lau Lugur Maju Berkembang Berkembang Berkembang
4  Minta Kasih Berkembang Maju Maju Mandiri

5 Naman Jahe Berkembang Berkembang Maju Maju

6 Pamah Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang

Tambunan

7  Ponco Warno Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
8 Pancurldo Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
9 Parangguam Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
10 Perk. Bandar Telu Berkembang Berkembang Maju Maju

11 Perk. Tambunan Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
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12 Perk. Gelugur Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
Langkat
13 Perk. Tanjung Berkembang Berkembang Berkembang Maju
Keliling
14  Turangi Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
15 Ujung Bandar Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
16 Ujung Teran Berkembang Berkembang Berkembang Maju

Sumber : IDM, 2024

Pada tabel ditas menunjukkan gambaran umum tentang perkembangan beberapa desa di
kecamatan salapian kabupaten langkat bahwa dari 1 desa tersebut tersiri dari 1 desa
mandiri, 5 desa maju, dan 11 desa berembang. Pengelolaan dana desa yang buruk
berpengaruh pada hasil pembangunan desa. Di Kecamatan Salapian, Kabupaten
Langkat, terdapat beberapa desa yang masih terhambat dalam pembangunan, seperti
kerusakan jalan, kurangnya akses jaringan seluler, dan kurang optimalnya pemberdayaan
masyarakat. Padahal, Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan
pembangunan desa. Data Indeks Desa Membangun menunjukkan bahwa masih ada desa
di Kecamatan Salapian yang belum dapat mencapai status desa maju atau mandiri.

Desa maju dan mandiri (Trisniati, 2020) adalah desa yang mempunyai kemampuan untuk
kemandirian masyarakat pedesaan, pengembangan kemampuan sosial, serta kemampuan
dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Adapun nama-nama desa yang maju pada
tahun 2021 yaitu desa Minta Kasih. Pada tahun 2022 desa yang sudah maju di Kecamatan
Salapian yaitu desa Minta Kasih. Selanjutnya tahun 2023 nama-nama desa yang maju di
Kecamatan Salapian yaitu desa Minta Kasih dan Perk. Bandar Telu. Pada tahun 2024 desa
yang sudah maju di kecamatan salapian yaitu desa Lau Tepu, Naman Jahe, Perk. Bandar
Telu, Perk. Tanjung Keliling dan desa Ujung Teran. Selanjunya desa mandiri pada tahun
2021-2023 desa di Kecamatan Salapian belum ada yang mandiri dan pada tahun 2024 desa
di Kecamatan Salapian sudah ada yang mandiri yaitu desa Minta Kasih.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu membangun setiap
desa untuk menciptakan kesejahterahan bagi masyarakat. Menurut (BPK, 2016) bahwa
alokasi dasar dan alokasi formula yang berdasarkan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, dan luas wilayah desa dengan mempertimbangkan aspek pemerataan
dan keadilan maka dana desa yang diterima setiap desa tentu berbeda- beda. Berikut
dana desa dikecamatan salapian kabuoaten langkat tahun 2021-2023 dapat dilihat pada
tabel:

Tabel 2. Dana Desa Dikecamatan Salapian Kabupaten Langkat

2021-2023
N N b Tahun
0 ama besa 2021 % 2022 % 2023
1 AdinTengah  1.042.080.000 -26%  775.674.000 11%  859.884.000
2 Lau Tepu 775.660.000  29%  1.001.118.000 - 832.406.000
17%
3 Lau Lugur 997.317.000  -27%  726.124.000 10% _ 795.174.000
4 Minta Kasih 763.954.000 2%  751.549.000 7%  802.198.000
5  NamanJahe  769.497.000 7%  823.676.000 36% 1.116.476.000
6 Pama 747.529.000 -12%  656.623.000 13%  743.707.000
Tambunan
7 PoncoWamo  1.173.324.000 -27%  854.602.000 25% 1.068.414.000
Pancur Ido 738.082.000 -14%  636.797.000 8%  689.402.000
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9 Parangguam 762.120.000 3% 784.337.000 7% 840.273.000

10  Perk. Bandar 1.046.225.000 -12% 922.636.000 - 697.703.000
Telu 24%
11 Perk. 973.953.000 -31% 674.652.000 4% 702.746.000
Tambunan
12  Perk. Gelugur 688.617.000 38% 947.379.000 - 696.353.000
Langkat 26%
13  Perk. Tanjung 787.872.000 -1% 782.560.000 5% 819.482.000
Keliling
14 Turangi 827.611.000 28%  1.060.113.000 - 840.648.000
21%

15  Ujung Bandar 880.895.000 -11% 783.641.000 30% 1.020.417.000

16 Ujung Teran 1.075.989.000 -27% 787.542.000 25%  981.572.000

Jumlah 14.0506725.00 8% 12.987(.)023.00 4% 13.506(.)855.00

Sumber: LHP, 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa
mengalami penurunan maupun kenaikan. Adapun dari seluruh jumlah penerimaan dana
desa paling tinggi pada tahun 2021 sebesar RP 14.050.725.000, pada tahun berikutnya
tahun 2022 penerimaan dana desa dari jumlah keseluruhannya menurun 8% dari tahun
sebelumnya sebesar RP. 12.987.023.000 dan pada tahun 2023 penerimaan dana desa dari
jumlah  keseluruhannya meningkat 4% dari tahun sebelumnya berjumlah
RP.13.506.855.000.

Sesuai dengan prasurvei yang dilakukan adapun permasalahan pengelolaan dana
desa yang terjadi di kecamatan salapian adalah tentang sasaran prioritas dari anggaran
dana desa yang belum tepat, seperti jalan dibeberapa desa masih rusak di beberapa titik
desa, jaringan seluler yang lemah dibeberapa titik desa dan kurangnya pemberdayaan
masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat kurang optimalnya pembangunan insfratruktur desa
dimana pembangunan insfratruktur tersebut menjadi prioritas pembangunan dana desa
tersebut.

Menurut teori dan pendapat dari penelitin terdahulu bahwa akuntabilitas pengelolaan
dana desa tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kejelasan sasaran
anggaran (Nurmala, 2022); (Anjarwati, 2016), kompetensi aparat desa (Nurmala, 2022);
(Pokhrel, 2024), kepemimpinan pemerintahan Desa (Nandyasasti And Loggar, 2023);
(Aurelia Et Al., 2023). Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran
secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat di mengerti oleh
orang yang bertanggungjawab atas pencapauan sasaran tersebut (Putra, 2013). Namun
masih ada saja desa ditemuan aparat desa maupun oknum desa yang idak menjalankan
tugasnya.Penerapan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa pada desa di Kecamatan Salapian masih kurang dikarenakan masih ditemukan
jalan yang rusak, dan masih ada di beberapa titik desa tidak ada jaringan seluler, dimana
prioritas sasaran anggaran masih kurang tepat. Padalah salah satu mamfaat dana desa
tersebut yaitu untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal tersebut sejalan dengan
pernyataan Nurmala (2022); Yuliastuti and Riharjo, (2020); Anjarwati (2016); Ahaya et al.,
(2024) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan pendapat atau penyataan
dari Hafzhan, (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan seorang aparatur desa untuk
mengetahui, memahami, serta bertindak dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dari
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kompetensi yang ia miliki tercipta kebijakan yang efektif dan efisien Ranto et al., (2022).
Kurangnya kompetensi aparatur desa menyebabkan masalah pada bagian admisnistrasi
pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode
berikutnya Bimbara, (2022). Banyak kasus-kasus penyelewengan dana desa akibat
kurangnya pemahaman akan pengelolaan dana desa oleh perangkat tersebut Bimbara,
(2022). Saat ini masih banyak di temui kasus pengelolaan dana desa yang berkaitan
dengan kompetensi aparat desa contohnya yang terjadi di Desa Sungai Bangkal
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar diduga melakukan korupsi dan tidak
kompeten dala mengelola dana desa sehingga merugikan Negara sebesar Rp 393 juta dari
dana desa tahun 2016 Hadi, (2021). Begitu juga sama dengan halnya yang terjadi di Adin
Tengah, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat diduga adanya korupsi pengelolaan dana
desa tahun anggaran 2018 Redaksi,( 2020).Kompenen paling penting dalam pencapian
tujuan organisasi yaitu sistem kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu usaha untuk
memotivasi individu menyelesaikan beberapa tujuan dari suatu organisasi, sehingga
kepemimpinan akan melibatkan pegawai atau karyawan yang dipimpinnya Mabhirun et al.,
(2021). Keberhasilan suatu organisaisi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan peran -
peran yang terlibat dalam organisasi tersebut yang bersama membentuk sistem. Oleh
karena itu pola kepemimpinan pemerintahan desa akan berpengaruh dalam akuntabilitas
pengelolaan dana desa yang sesuai dengan UU no 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 113 Tahun 2014 Marlina et al., (2021). Hal ini sejalan dengan
penelitian Naelavika et al., (2018 ); Pokhrel, (2024); Nandyasati and Loggar, (2023); Marlina
et al., (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintah desa berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berbeda dengan dengan pendapat Aurelia
et al., (2023) bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa.Variabel whistleblowing dalam penelitian ini sebagai moderasi.
Whistleblowing adalah pengungkapan oleh anggota organisasi manapun di luar organisasi
tentang praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang telah terjadi atau akan terjadi
melibatkan yang merugikan banyak orang Rizqulloh and Noor, (2020). Dimana variabel
whistleblowing mampu memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Sari and Majid, (2021) yang menyatakan
bahwa untuk meminimalisir penyelewengan dana desa diperlukan penerapan
whistleblowing, dengan adanya whistleblowing maka semakin minimnya upaya untuk
penyelewengan dana desa.Whistleblowing juga dapat memperkuat kompetensi aparat desa
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa hal ini sejalan dengan pernyataan Fahmi,
(2023) bahwa keefektifan whistleblowing akan bisa mendorang keikutsertaan karyawan
perusahaan maupun masyarakat untuk lebih berani berbuat guna meminimalkan
terjadinya kecurangan dengan cara melaporkannya ke pihak yang bisa menanganinya.
Whistleblowing juga mampu memperkuat kepemimpinan pemerintahan desa terhadap
akuntabilitas pegelolaan dana desa, di dalam penyataan Wardani et al., (2021) bahwa
whistleblowing memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Bila perangkat desa memiliki keterkaitan yang tinggi maka
pencatatan dan manajerial dana desa juga akan semakin tinggi, adanya penerapan
whistleblowing yang baik akan memberikan informasi sesunggunya kepada masyarakat
desa atas kinerja perangkat desa. Dan sebaliknya variabel whistleblowing juga dapat
memperlemah hubugan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa, kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa, dan
kepemimpinan pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang tersebut, maka yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Kejelasan Sasaran  Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Kompetensi Aparat Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Kepemimpinan Pemerintah Desa berpengaruh secara parsial terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
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4. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, Dan Kepemimpinan
Pemerintahan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa?

5. Apakah Whistleblowing dapat memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

6. Apakah Whistleblowing dapat memoderasi pengaruh  Kompetensi Aparat Desa
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

7. Apakah Whistleblowing dapat memoderasi pengaruh  Kompetensi Aparat Desa
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus dicapai dan mengacu pada rumusan

masalah penelitian untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal sebagai berikut:

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap
akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan Pemerintahan Desa
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

11. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,
Kompetensi Aparat Desa, dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

12. Untuk menguji dan menganalisis apakah whistleblowing dapat memoderasi pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

13. Untuk menguji dan menganalisis apakah whistleblowing dapat memoderasi pengaruh
Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

14. Untuk menguji dan menganalisis apakah whistleblowing dapat memoderasi pengaruh
Kepemimpinan Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas
pengelolaan Dana Desa, seperti kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa,
dan kepemimpinan pemerintahan desa. Teori-teori yang relevan, seperti akuntabilitas,
pengelolaan keuangan desa, dan pengaruh whistleblowing terhadap pengelolaan dana
desa, juga akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan
antara apa yang ideal dan kenyataan dalam pengelolaan Dana Desa, serta memberikan

rekomendasi untuk perbaikan.

2. METODE

Penelitian ini  menggunakan pendekatan  deskriptif kuantitatif ~ untuk
menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana
desa di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Variabel yang diuji
adalah kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, kepemimpinan
pemerintahan desa, serta whistleblowing sebagai variabel moderasi. Subjek penelitian ini
terdiri dari perangkat desa di 16 desa di Kecamatan Salapian, dengan total populasi 176
orang. Sampel yang diambil sebanyak 80 orang melalui teknik purposive sampling.
Penelitian dilakukan antara Oktober 2024 hingga Juli 2025, melalui pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pengukuran data dilakukan
dengan skala Likert untuk menggambarkan sikap atau pendapat responden terhadap
variabel yang diuji. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pertanyaan
terkait variabel penelitian.

Kuesioner ini mengukur kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa,
kepemimpinan desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa, danwhistleblowing. Kuesioner
dibagikan kepada responden dan dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Responden
memberikan jawaban yang kemudian diolah menjadi data kuantitatif. Analisis data
menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Sebelum analisis regresi,
dilakukan ujivaliditas, reliabilitas, serta uji normalitas, multikolinearitas, dan
heteroskedastisitas untuk memastikan kualitas data. Untuk menguji hubungan antara
variabel independen dan dependen, digunakan Moderated Regression Analysis (MRA).
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Uji ini  mengidentifikasi apakah variabel whistleblowing memoderasi hubungan
antara kejelasansasaran  anggaran, kompetensi aparat desa, dankepemimpinan
pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Uji Funtuk mengetahui
pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji t untuk
menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
secara parsial.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sebanyak 80
sampel yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel. Dengan demikian, uji normalitas
dan uji multikolonearitas merupakan uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini.
Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa data pada penelitian ini telah terbebas dari
asumsi klasik. Penelitian ini juga menggunakan analisis statistik deskriptif dengan tujuan
mengetahui karakteristik data. Selain itu, moderated regression analysis (MRA) dengan
uji interaksi untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh
variabel dependen terhadap independen.
Analisis statistik deskriptif

Tabel 3. Hasil analisis statistik deskriptif
Descriptive Statistics

Std.
N  Minimum Maximum Mean Deviation
Kejelasan sasaran anggaran 80 18 45 34,86 5,343
kompetebsi aparat desa 80 12 20 16,06 1,951
Kepemimpinan pemerintahan 80 9 15 12,14 1,565
desa
akuntabilitas pengelolaan 80 12 20 15,83 1,734
dana desa
whistleblowing 80 12 20 15,85 1,836
Valid N (listwise) 80

Sumber: Data penelitian, 2025
Pada tabel diatas, menunjukkan pada penelitian ini terdapat 5 variabel dengan jumlah
sampel sebanyak 80. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) memiliki nilai rata-
rata 34,86 dengan penyebaran rata-rata 5,343. Variabel kompetensi aparat desa (X2)
memiliki nilai rata-rata 12,14 dengan penyebaran rata-rata 1,951, variabel kepemimpinan
pemerintahan desa (X3) memiliki nilai rata -rata sebesar 12,14 dengan nilai rata -rata 1,565,
variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai rat-rata 15,83 dengan
penyebaran rata-rata sebesar 1,734 dan untuk variabel whistleblowing (z) memiliki nilai
rata -rata sebesar 15,58 dengan penyebaran rata-rata sebesar 1,836.
Uji validitas
uji validitas data penelitian ini adalah dengan menggunakan korelasi product moment
pearson. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menguji kualitas
data berupa uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan
bantuan program SPSS 26 menjunkan bahwa koefisien korelasi pearson moment untuk
setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1),
Kompetensi Aparat Desa (X2), Kepemimpinan Pemerintahan Desa (X3), Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa (Y), Dan Whistleblowing (Z) signifikan pada tingkat signifikan 0,01
dan 0,05. Dengan demikian dapat diinterprestasikan bahwa setiap item indikator
instrumen untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut valid. Hasil uji validitas
variabel dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Validitas

No Koefisien Korelasi Butir Total
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Kejelasan

Sasasaran

Anggaran Kompetensi Kepemimpinan Akuntabilitas  Whistleblowing Ket.
1 0,613 0,816 0,894 0,822 0,637 valid
2 0,793 0,811 0,491 0,549 0,807 valid
3 0,613 0,774 0,902 0,815 0,716 valid
4 0,793 0,358 - 0,547 0,68 valid
5 0,523 - 0,578 - valid

Sumber :Olahan Data SPSS 26, 2025

Berasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis dari variabel Kejelasan
Sasaran Anggaran (X1), variabel Kompetensi Aparat Desa (X2), variabel Kepemimpinan
Pemerintahan Desa (X3), Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y ), Dan Variabel
Whistleblowing (Z) dinyatakan valid. Diketahui bahwa pada signifikansi 5% pada distribusi
nilai raper Statistik nilai rawe (N=80) sebesar 0,220. Dimana semua Pernyataan dari variabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), variabel Kompetensi Aparat Desa (X2), variabel
Kepemimpinan Pemerintahan Desa (X3), Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Y), Dan Variabel Whistleblowing (Z) berdasarkan hasil analisis tersebut menujukkan
semua pernyataan dapat digunakan karena, riwng> havel S€hingga dapat dikatakan
memenuhi syarat validitas.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji one shot, artinya satu kali
pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lainnya atau
dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Hasil perhitungan uji
reliabilitas menunjukan bahwa nilai cronbach Alpha (a) untuk masing -masing variabel
adalah lebih besar dari 0.60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item -item
instrumen untuk masing -masing variabel adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas ditampilkan
dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

variabel Cronbach's Alpha based on N of item
standardized items

kejelasan sasaran 0,699 5
angaran

kompetensi aparat 0,654 4
kepemimpinan 0,664 3
akuntabilitas 0,675 5
whistleblowing 0,664 4

Sumber : Olahan Data SPSS 26,2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji dari setiap variabel dinyatakan
reliabel. Hasil uji tersebut menunjukkan cronbach’s alpha dari masing -masing variabel
menghasilkan nilai lebih besardari kriteria nilai alpha (cronbach’s alpha> 0.60) sehingga
dapat disimpulkan data atau butir-butir pernyataan dari setiap variabel dalam penelitian ini
dinyatakan konsisten dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen
dan independen keduanya mempunyai distribusi nomal atau tidak. Uji normalitas data
data dalam penelitian ini menggunakan uji kolmologorov -smirnov (Uji K-S) dengan
ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

One -sampel kolmogorov-smirnov test
Unstandardized

Residual

N 80
Normal Parameters®P Mean 0

Std. Deviation  1,04306596
Most Extreme Absolute 0,056
Differences

Positive 0,056

Negative -0,053
Test Statistic 0,056
Asymp . Sig. (2 -tailed) ,2 00¢°d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Thisis alower bound of the true significance.
Sumber : Olahan Data SPSS 26, 2025

Dari tabel diatas menunjukan hasil tes uji normalitas menggunakan teknik kolmogrov-
smirnov. Dari hasil diatas, terlihat nilai signifikansi 0,200 > 0,05 yang menujukkan bahwa
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (> 0,05) kesimpulan dari hasil diatas yaitu seluruh
data pada penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam penelitian. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya
korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan
variance inflaion factor (VIF). Apabila nilai tolerance >0,10 dan VIF <10, maka
dinyatakan tidak ada korelasi antar variabel independen dan sebaliknya. Hasil uiji
multikolonearitas dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients?

Collinearity
Model Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
Kejelasan sasaran 0,633 1,58
anggaran
Kompetensi aparat 0,227 4,406
desa
Kepemimpinan 0,287 3,481

pemerinthan desa
a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa
Sumber : Olahan Data SPSS 26, 2025
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Berdasarkan tabel 4.17 diatas, menunjukan hasil uji multikolonearitas. Terlihat dari
hasil uji tersebut nilai VIF dari variabel independen Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)
1,580 > 0,10, Kompetensi Aparat Desa (X2) 4.406 >0,10, Dan Kepemimpinan
Pemerintahan Desa (X3) 3,482 > 0,10. Untuk Nilai Tolerance pada variabel Kejelasan
Sasaran Anggaran (X1) 0,633 < 10 Kompetensi Aparat Desa (X2) 0,227 < 10, Dan
Kepemimpinan Pemerintahan Desa (X3) 0,287 < 10. Dari hasil terebut dapat disimpulkan
dalam model regresi tidak terjadi multikolonearitas antar variabel independen tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian
masing-masing variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap variabel terkait (Y).
Pengujian honogenitas terhadap variabel penelitian digunakan untuk menguiji
heteroskedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat
grafik sebaran nilai residul. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot
regression standarized predicted value dengan regression standarized residual.Cara
mengambil keputusan:

Jika diagram pancar yang ada membentuk pola -pola tertentu yang teratur, maka regresi
mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Jika diagram pancar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami
heteroskedastisitas.

Gambar 4.3 Uji Heteroskedatisitas dengan scatter-plot

Scatterplot
Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Regression Studentized Residual
°

3 2 Kl 0 1 2 3

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Olahan Data SPSS 26, 2025

Bedasarkan grafik scatterplot diatas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola
yang jelas, titik -titik data menyebar di atas dan dibawah angka pada sumbu Y. Hal ini
mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Uji MRA (Moderated Regresion Analysis)

Tabel 8. Hasil Uji MRA

Coefficients?

Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Std. Toleranc
Model B Error Beta t Sig. e VIF
1 (Constant 9,244 0,74 12,493 0
)
Moderasi -0,002 0,001 -0,134 -1,69 0,095 0,753 1,328
1
Moderasi 0,025 0,007 0,703 3649 O 0,128 7,838
2
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Moderasi 0,007 0,009 0,162 0,827 0411 0,124 8,088
3

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber : olahan data spss 26, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.18 diatas, dalam penelitian ini rumus untuk menguji MRA
sebagai berikut:

Y =g+ B1X1 + B2Xz + B3X3 + Baxiz + BsX5z + PeXeZ
Berdasarkan rumus MRA diatas dijelaskan di bawah ini:
Berdasarkan hasil uji , tingkat signifikansi variabel moderasi Kejelasan Sasaran
Anggaran Whistleblowing menunjukan nilai 0,095 yang signifikansinya > 0,05. Variabel
moderasi Kompetensi Aparat Desa Whistleblowing dengan tingkat signifikansi 0,000 yang
berarti nilai signifikanfinya < 0,05. Variabel moderasi Kepemimpinan Pemerintahan Desa
Whistleblowing dengan tingkat signifikansinya 0,411 yang berarti nilai signifikansinya > 0,05.
Koefisien determinasi ( R?)

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Adjusted
R R
Model R Square Square Std. Error of the Estimate
1 ,886% 0,785 0,777 1,06345

a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KOMPETENSI APARAT DESA
Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
Sumber : olahan data spss 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, besarnya adjusted R2?(koefisien determinasi) adalah 0,777.
Nilai ini menunjukan bahwa ke tiga variabel independen Yaitu Kejelasan Sasaran
Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, Dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa mampu
menerangkan atau menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana
desa sebesar 77,7% sisanya 22,3% dijelaskan sebab lain diluar model regresi.

Uji F
Tabel 10. Hasil Uji Simultas (F)
ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares  df Square F Sig.
1 Regression 314,037 3 104,679 92,56 ,000°
Residual 85,951 76 1,131
Total 399,987 79

A. Dependent Variable : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

B. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Pemerintahan Desa,
Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa
Sumber : Olahan Data SPSS 26, 2025
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Dari hasil tabel 4.20 pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau Fest Seperti yang
ditampilkan pada tabel diperoleh nilai Friung Sebesar 92,560 dengan nilai signifikan
0,000 . Secara lebih tepat, nilai Fniung dibandingkan dengan Frapel dimana jika Friung > Frael
maka secara simultan variabel -variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Pada tingkat signifikansi 0,05 dengan dfl (jumlah variabel -1), 4-1 =
3, dan df2 (n-k -1), 80-3-1 =76 hasil diperoleh untuk Fupe Sebesar 2,725. Dengan demikian
nilai Friung 92,560 > Fuaner 2,725. Dengan demikian disimpulkan bahwa data masing-
masing variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa Dan
Kepemimpinan Pemerintahan Desa bersama-sama mempengaruhi meningkatnya
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kecamatan Salapian Kabupaten
Langkat.

Uji Parsial (t)

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients
a
Standardize
Unstandardize d
Model d Coefficients Coefficients  t Sig.
Std.
B Error Beta
1 (Constant) 2,019 1,188 1,699 0,093
Kejelasan 0,14 0,067 0,139 2,077 0,041
sasaran
anggaran
Kompetensi 0,52 0,129 0,451 4,037 0,000
aparat desa
Kepemimpina 0,558 0,143 0,388 3,914 0,000
n pemerinthan
desa

Sumber: data diolah spss 26, 2025

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukan hasil uji t ( uji parsial) yang dijeelaskan
dibawah ini:

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil pengujian hipotesis yang pertama (H1) pada tabelmenunjukkan bahwa, nilai thiung
2,077 >twmne 1,992 Hasil pengujian ini menginterprestasikan bahwa variabel kejelasan
sasaran anggaran berpengaruh secara parsial dan positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa pada taraf signifikansi 0,041<0,05 atau dengan kata lain H1
diterima. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran dalam
suatu desa, maka semakin berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana
desa. Sasaran anggaran yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat di bagian
anggaran tidak membingunkan sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola
dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riharjo
(2020); Anjarwati (2016); Ahaya et al. (20224) yang menyatakan bahwa kejalasan sasaran
anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun tidak
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hafzhan (2021) yang menyatakan bahwa
kejalasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa.Hal ini berhubungan dengan teori stewardship yang pada hakikatnya memotivasi
pegawai bekerja keras untuk kepentingan organisasi dengan penghargaan yang tidak
nyata, menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan -tujuan
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individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan
organisasi.
Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan pada tabel menunjukan bahwa nilai thiung 4,037> tianer 1,992. Hasil pengujian
ini menginterprestasikan bahwa variabel kompetensi aparat desa berpengaruh secara
parsial dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada taraf signifikansi
0,000< 0,05 atau dengan kata lain hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini
diterima. Hal ini berarti apabila kompetensi dari aparat desa meningkat maka semakin
bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakuan oleh Nurmala (2022);
Pokhrel (2024); Aurelia et al. (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Kuncahyo and Dharmakarja (2022) menyatakatan bahwa kompetensi
aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hal ini sejalan pula dengan teori stewardship dimana aparatur yang bertugas sebagai
pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas sehingga pada
saat pengambilan keputusan yang baik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai
dengan tugas yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur.
Pengaruh Kepemimpinan Pemerintahan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa.
Pada tabel 4.21, menunjukan bahwa nilai thiwng 3,914> twper 1,992. Hasil pengujian ini
menginterprestasikan bahwa variabel kepemimpinan pemerintahan desa berpengaruh
secara parsial dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada taraf
signifikansi 0,000< 0,05 atau dengan kata lain hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam
penelitian ini diterima. Dimana semakin baik kepemimpinan pemerintahan desa maka
semakin meningkat pula terjadinya akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naelavika et
al. (2018); Pokhrel (2024); Nandyasati And Loggar, (2023); Marlina et al. (2021 yang
menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arelia et
al. (2023) menyatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa.Penggunaan teori stewardship pada penelitian ini menjelaskan
bahwa perangkat desa bertindak sebagai steward (pihak yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan keuangan desa dengan masyarakat sebagai principal karena berhak untuk
menerima pertanggungjawaban ). Selain kepada masyarakat, steward juga perlu untuk
melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah guna pertanggungjawaban
vertikal. Aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Apabila terjadi benturan antara kepentingan dua pihak (pemerintah desa dan masyarakat)
maka pemerintah desa selaku steward akan berusaha bekerja sama daripada
menentangnya.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, Dan Kepemimpinan
Pemerintahan Desa terahadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan hasil hipotesis pada uji simultan pada tabel 4.20, menunjukan bahwa hasil
perbandingan Friung 92,560 > Fupe 2,725 dengan nilai signifikansi 0,000 . Karena nilai
signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi linear dapat digunakan untuk
memprediksi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa atau dapat dikatakan bahwa
kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa Dan Kepemimpinan Pemerintahan
Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan
pemerintahan desa di setiap desa maka pengelolaan dana desa semakin meningkat.
Hal ini sejalan dengan penelitian yangdilakukan oleh Ida and Wayan (2015) menyatakan
bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan
pemerintahan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
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desa, hal ini berarti jika ketiga faktor tersebut meningkatkan maka akuntabilitas
pengelolaan dari dana desa akan ikut meningkat. Hal ini juga sejalan dengan Nurmala
(2022); Anjarwati (2016); Yuliastuti and Riharjo (2020); Ahaya et al. (2024) yang
menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Nurmala (2022); Pokhrel
(2024); Aurelia et al. (2023); Marlina et al. (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi
aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga
dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina et al. (2021); Naelavika et al. (2018);
Pokhrel (2024); Nandyasati and Loggar (2023) yang menyatakan bahwa kepemimpinan
pemerintahan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
dengan Whistleblowing sebagai variabel moderasi
Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran
tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan
whistleblowing sebagai variabel moderasi pada desa di kecamatan salapian kabupaten
langkat. Hal ini dijelaskan berdasarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis, untuk variabel
kejelasan sasaran anggaran t hitung sebesar 1,690 dengan nilai signifikan sebesar 0.095
yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H5 ditolak.
Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
dengan Whistleblowing sebagai variabel moderasi
Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparat desa
mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
dengan whistleblowing sebagai variabel moderasi pada desa di kecamatan salapian
kabupaten langkat. Hal ini dijelaskan berdasarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis,
untuk variabel kompetensi aparat desa t hitung sebesar 3,649 dengan nilai signifikan
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H6 diterima

Pengaruh Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa dengan Whistleblowing sebagai variabel moderasi

Hipotesis ketujuh (H7) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan

desa tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan

whistleblowing sebagai variabel moderasi pada desa di kecamatan salapian kabupaten
langkat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dijelaskan, untuk variabel kepemimpinan
pemerintahan desa t hitung sebesar 0,827 dengan signifikansi sebesar 0,411 lebih besar
dari 0,05. Dengan demikian H7 ditolak.
4. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,

Kompetensi Aparat Desa, dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa dengan Whistleblowing sebagai variabel moderasi pada desa di

kecamatan salapian kabupaten langkat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Kompetensi aparat desa berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Kepemimpinan pemerintahan desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa.

4. Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan
pemerintahan desa secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa di desa pada kecamatan salapian kabupaten langkat.

5. Whistleblowing tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh antara
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6. Whistleblowing mampu memperkuat pengaruh antara kompetensi parat desa terhdap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.

7. Whistleblowing tidak mampu memperkuat atau memperlemah antara kepemimpinan
pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
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Saran yang dapat diuraikan penulis dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel utama yaitu kejelasan sasaran
anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa.
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain
yang juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel-
variabel yang bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang
faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Meskipun whistleblowing tidak berhasil memoderasi hubungan antara
kejelasan sasaran anggaran dan kepemimpinan pemerintahan desa terhadap
akuntabilitas, namun whistleblowing terbukti dapat memoderasi hubungan
antara kompetensi aparat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh
karena itu, penting bagi desa untuk memperkuat sistem whistleblowing sebagai
mekanisme pengawasan internal. Hal ini dapat meningkatkan integritas aparat
desa dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Desa perlu menyediakan saluran yang aman dan terpercaya bagi masyarakat
atau aparat desa untuk melaporkan potensi penyimpangan atau
ketidakwajaran dalam pengelolaan dana desa.

3. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan pengelolaan dana desa. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau
sejauh mana dana desa telah digunakan sesuai dengan rencana dan sasaran
yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki
kekurangan dalam pengelolaan dana desa dan memperkuat sistem
pengawasan yang ada.
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